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A. RV (Reglement op de Rechtsvordering)

Bagian 7. Penyitaan Atas Pesawat Terbang.

Pasal 763h.
Kecuali penyimpangan-penyimpangan seperti tersebut di bawah ini,
terhadap penyitaan atas pesawat-pesawat terbang berlaku ketentuan-
ketentuan dari bagian kesatu, kedua dan kelima dari bab ini.
Penyimpangan penyimpangan tersebut di bawah berlaku hanya untuk
pesawat-pesawat terbang Indonesia, dan untuk pesawat-pesawat terbang
yang mempunyai kebangsaan negara asing, yang terhadapnya berlaku
perjanjian tanggal 29 Mei 1933 di Roma untuk menetapkan beberapa
peraturan yang seragam tentang sita jaminan atas pesawat terbang.
(AB. 22a.)
yang dimaksud dengan pesawat terbang adalah setiap pesawat yang
dapat tetap bertahan di udara karena kekuatan-kekuatan udara yang
menekannya.

Pasal 763i.

Tidak beoleh dilakukan penyitaan terhadap:

a. pesawat-pesawat terbang yang khusus digunakan untuk keperluan
negara asing, termasuk di dalamnya angkutan pos, akan tetapi
dengan pengecualian angkutan perdagangan;

b. pesawat-pesawat terbang yang nyata-nyata digunakan pada lalu-
iintas udara secara teratur untuk angkutan umum dan pesawat-
pesawat terbang cadangan yang mutlak harus disediakan untuk itu;

c. setiap pesawat terbang lain yang digunakan untuk mengangkut
orang-orang atau barang-barang dengan pembayaran, jika pesawat
telah siap berangkat untuk pengangkutan sedemikian; kecuali bila
sita diletakkan untuk suatu utang yang dibuat untuk keperluan
perjalanan yang segera akan dilakukan oleh pesawat terbang itu
atau untuk suatu tuntutan yang timbul dalam perjalanan.

Ketentuan dalam alinea di atas tidak bkerlaku terhadap sita yang

diletakkan karena tuntutan kembali dari suatu pesawat terbang yang

dicuri.

Pasal 7633.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam alinea di muka, tidak boleh
diletakkan sita atas suatu pesawat terbang, bila untuk
menghindarinya telah diberi jaminan yang cukup. Pengangkatan dengan
segera diperintahkan atas sita yang telah diletakkan bila diberi
jaminan wyang cukup.
Jaminan itu adalab cukup, jika menutup jumlah dari tuntutan utang
dan bungabunga dan khusus untuk dibayarkan pada kreditur, atau jika
jaminan itu menutup nilai dari pesawat terbang, jika ini lebih

133

keceil daripada jumlah utang dan biaya-biaya.

Bila pada waktu menawarkan Jjaminan untuk menghindari penyitaan
terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah atau jenis jaminan, maka
ketua raad wan justitie, dalam daerah mana pesawat terbang itu
berada, atas permohonan dari pihak yang paling siap, memutuskan
sesudah mendengar atau memanggil dengan eukup pihak lawan atau
wakiinya. Panggilan itu dilakukan dengan surat tercatat oleh
panitera. (RB9. 321-1°, 322-20°.)
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Pasal 763k.
Bila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal di
muka atau tanpa dasar hukum yang sah diletakkan sita atas suatu
pesawat terbang, maka pihak yang meletakkan sita dihukum untuk
membayar biaya-biaya, kerugian-kerugian dan bunga-bunga.
Ketentuan seperti dimaksud dalam alinea di muka berlaku juga, jika
debitur diharuskan memberijaminan untuk menghindari sita yang, jika
sita diletakkan, bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 7631 atau
dianggap tanpa dasar hukum yang sah.

B. Pasal 71 sampai dengan 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Penerbangan

BAB IX

KEPENTINGAN INTERNASIONAL
ATAS OBJEK PESAWAT UDARA

Pasal 71

Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan
internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak
jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat,
dan/atau perjanjian sewa guna usaha.

Pasal 72

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat
dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada
perjanjian tersebut.

Pasal 73

Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
tunduk pada hukum Indonesia, perjanjian tersebut harus
dibuat dalam akta otentik yang paling sedikit memuat:

a. identitas para pihak;

b. identitas dari objek pesawat udara; dan

c. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 74

(1) Debitur dapat menerbitkan kuasa memohon deregistrasi
kepada  kreditur untuk memohon  penghapusan
pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau
helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran
Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.

[2) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diakui dan dicatat oleh Menteri dan
tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur.

[3) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan
pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu
membayar utang.

(4) Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang
untuk mengajukan permohonan penghapusan
pendaftaran pesawat terbang atau helikopter tersebut
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa
memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)



Pasal 75

(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat
mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai dengan
kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran
dan ekspor pesawat terbang atau helikopter.

(2) Berdasarkan  permohonan kreditur ~ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib menghapus tanda
pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang atau
helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima.

Pasal 76

Kementerian yang membidangi urusan penerbangan dan
instansi pemerintah lainnya  harus membantu dan
memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan
oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71.

Pasal 77

Hak-hak kreditur dan upaya pemulihan timbul pada saat
ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.

Pasal 78

Kepentingan internasional, termasuk setiap pengalihan
dan/atau subordinasi dari kepentingan tersebut, memperoleh
prioritas pada saat kepentingan tersebut didaftarkan pada
kantor pendaftaran internasional.

Pasal 79

(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta
penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh
tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan
gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan
tuntutannya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti
mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.

(2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana
dinyatakan dalam deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah
sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.

Pasal 80

Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan, dan/atau debitur
harus menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada
kreditur yang berhak dalam jangka waktu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

73



Pasal 81

Tagihan-tagihan tertentu memiliki prioritas terhadap tagihan
dari pemegang kepentingan internasional yang terdaftar atas
objek pesawat udara.

Pasal 82

Ketentuan dalam konvensi internasional  mengenai
kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan
protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan
pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak
mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan
ketentuan hukum khusus (lex specialis).

C. Penjelasan Pasal 71 dan 72 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 Tentang Penerbangan

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “objek pesawat udara” adalah rangka pesawat
udara, mesin pesawat udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara
yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang.



Yang dimaksud dengan “rangka pesawat udara” adalah rangka
pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk
dinas kemiliteran, beacukai, atau kepclisian) yang apabila dipasang
mesin-mesin pesawat udara vang sesuai pada rangka pesawat udara
itu, disertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk
mengangkut:

a. paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau

b. barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang
terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan
seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan
itu.

Yang dimaksud dengan “mesin pesawat udara” adalah mesin pesawat
udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas
kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga
propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:

a. dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai
paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan
b.dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh

turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda

vang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara,
beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan
lain yang terpasang, dimasukan atau terkait, dan seluruh data, buku
petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “helikopter” adalah helikopter tertentu (yang
tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, beacukai, atau kepolisian)
vang disertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk
mengangkut:

a. paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau

b. barang vang lebih dari 450 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang
terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor] dan
seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan
itu.

Yang dimaksud dengan “kepentingan internasional® adalah suatu
kepentingan wvang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian
pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak
bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk
pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan
bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada
peralatan udara (Profocol to the Convention on Interests in Mobile
Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment).
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Yang dimaksud dengan “pemberian hak jaminan kebendaan (security
agreement)’ adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan
kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui untuk memberikan
kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu
kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat
udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang
akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan “perjanjian pengikatan hak bersyarat (title
reservation agreemenf)” adalah suatu perjanjian penjualan objek
pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan
beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam
perjanjian.

Yang dimaksud dengan “perjanjian sewa guna usaha (leasing
agreement)” adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi sewa
guna usaha/lessor) memberikan hak kepada orang lain (penerima
sewa guna usaha/lessee) untuk menguasai suatu objek pesawat
udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi
berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “berdasarkan hulum yang dipilih® adalah
para pihak dapat memilih hukum wyang akan mengatur hak dan
kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian tersebut
dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih
dengan salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan
kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak
dalam perjanjian tersebut juga diberikan kebebasan untuk memilih
yurisdiksi pada pengadilan dari Negara peserta konvensi dan protokol
tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara pengadilan yang
dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang timbul dari
perjanjian tersebut.
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